BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dibuat oleh penulis atas Hak Memilih Bagi
Penyandang Disabilitas Mental Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016
dalam Pemilihan Umum di Kota Surabaya. Maka dapat disimpulkan;

1.  Berbicara tentang hak konstitusi berarti berbicara tentang hak dasar
yang melekat pada diri manusia yang termuat dalam konstitusi. Hak
tersebut adalah batas yang tidak bisa dilanggar oleh negara yang
menjalankan roda kekuasaan baik hak warga negaranya maupun hak
asasi manusia. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas sudah menjamin hak politik penyandang
disabilitas mental atas kesetaraan hak politik untuk ikut berpartisipasi
dan keikut sertaan dalam Pilwali Surabaya. KPUD Kota Surabaya
sudah menjamin kelangsungan hidup penyandang disabilitas mental
yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia
secara universal yang sama sebagai Warga Negara Indonesia yang
merupakan bagian yang tak terpisah dari masyarakat Surabaya lainnya
sebagai karunia Tuhan yang maha Esa, untuk hidup maju dan
berkembang secara adil sesuai dengan harkat dan martabatnya untuk
hidup mandiri, sejahtera, dan tanpa diskriminasi.

2. KPUD Kota Surabaya sejauh ini belum ada aturan khusus yang

berkaitan dengan kriteria pemilih bagi penyandang disabilitas mental
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dalam pemilihan Wali Kota Surabaya. Tetapi, mereka hanya mengacu
pada Undang-Undang yang lebih tinggi, Undang-Undang No.7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan KPU No. 11 Tahun 2019
tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri. Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPUD Kota Surabaya tidak
menyebutkan secara spesifikasi khusus bagi penyandang disabilitas
mental untuk memilih. Hal yang menjadi acuan dasar bagi KPUD
yaitu surat keterangan dokter merupakan dasar bagi KPUD Kota
Surabaya untuk menentukan kriteria bagi penyandang disabilitas
mental dalam memilih dan keterbukaan keluarga terhadap pendataan
yang dilakukan KPUD yang berpengaruh terhadap angka yang
dihasilkan KPUD Surabaya termasuk pendampingan pihak keluarga

saat melakukan pencobosan.

4.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis dapat mengemukakan saran

kepada KPUD Kota surabaya untuk menerbitkan perda atas hak memilih

bagi penyandang disabilitas mental di kota surabaya;

1.

Diharapkan KPUD Kota Surabaya, untuk mewujudkan kesamaan hak
dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas mental
menuju kehidupan yang adil, mandiri, sejahtera, dan tanpa adanya
diskriminasi maka diperlukan suatu peraturan daerah yang menjamin
pelaksanaanya atas perlindungan hak politik bagi penyandang

disabilitas.
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Diharapkan kepada KPUD atau Pemkot Surabaya untuk menerbitkan
suatu peraturan daerah yang menjamin pemenuhan hak bagi
penyandang disabilitas mental yang berada di Kota Surabaya dengan
mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum. agar hak memilih penyandang disabilitas mental
dapat terjamin dan terpenuhi berdasarkan UUD NRI 1945 dan

Pancasila.
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